
 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR   6  TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  KEPULAUAN RIAU 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 
 

 
Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 
didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Nomor 7 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan keadaan, 
perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja 

perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana huruf a dan b, 

maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4237); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);  

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 4548); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara    Pemerintah    Pusat dan    Pemerintah    
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah   dan Kewenangan Propinsi sebagai  
daerah     otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun 
2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3592); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4095); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4262); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4263); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI  KEPULAUAN RIAU. 

 
 

BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.    

6. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

8. Badan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas 
kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 
spesifik. 

9. Kepala badan adalah kepala pada lembaga teknis Daerah yang berbentuk badan. 
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur 

pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 
wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. 

11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan Daerah. 
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12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan 
teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya. 

13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau. 

14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan. 
 

BAB  II 
 

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 
 
 

Pasal 2 
 
Dengan peraturan daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; 

 
 
 
 

BAB III 
 

BADAN DAERAH 
 

Bagian Pertama 
 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
 

 

Pasal 3 
 

Badan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
 

 
Pasal  4 

 
Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 
 

Pasal 5 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Daerah 
mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
 
 


